
BUPATIBENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA 
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2018 

BUPATI BENGKAYANG, 

a. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor S-0510/WPB.17/KP.02/2018 tanggal 1 
Agustus 2018 perihal Penyaluran Dana Desa Tahap 
III Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi terhadap Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. bahwa mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se 
Kabupaten Bengkayang telah diatur dengan 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2018. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huurf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana 

D e s a  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2 0 1 8 ;  

Menimbang 

Dipindai dengan CamScanner 



Mengingat 
l .  U n d a n g  U n d a n g  Nomor I O  T a h u n  I 9 9  t e n t a n q  

Pembcntuk an K a b u p a t e n  Dacrah Tigka t  

Bcngkavang ( L c m b a r a n  Negara Repub h i k  I nd ones ia  
Tahun  1 9 9  Nomor 1.1,  T. J 

.  a mD a h a n  L e m b a r a n  Near. Repub l i k  Indones ia  Nomor 38223) 
2 .  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 1 7  Tahun 2003 t en t ang  

Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik  
I n d o n e s i a  Tahun 2003 Nomor 4 7  T u y , ,  

·  a m  a ' a n  
Lembaran Negara Republ ik Indones ia  Nomor 4 2 8 6 ) ;  

3.  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  t e n t a n g  
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1  1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5234);  

4 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tentang Desa 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2 0 1 4  ten tang Desa {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 
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7. Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 168,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015  tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 314 ) ;  

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 

2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 

2014  ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

12 .  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1883); 

13 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 

Nomor 6); 
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Menctapkan 

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 

2 0 1 8  TENTANG TATA CARA PEMBAGlAN DAN 

PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN 

BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8 .  

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2 0 1 8  

tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap 
Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7) ,  diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Bab V PELAPORAN DANA DESA Pasal 13 ayat (2) huruf b, 
ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13  

(2) .  Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas :  
b . Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan Tahap II. 

(3).  Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 

Februari Tahun Anggaran berjalan. 
(4). Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun 
Anggaran berjalan. 

2 .  Ketentuan Bab VII SANKS! Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(2). Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap 
II Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD 
Tahun Anggaran sebelumnya. . 

(3). Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya 
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 
Tahap Il, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan. 
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( 4 ) .  Dalam hal sampai dengan minggu kedua Bulan J u n i  Tahun 

Anggaran berjalan sisa Dana Desa di  RKD Tahun Anggaran 
sebelumnya pasti lebih besar dari 30% (tiga p u l u h  persen),  

pcnyaluran Dana Desa yang ditunda scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) t idak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bengkayang. 

Dindangian di iensjayang 
Pada tanggai, 1 Se0be 2 0 1 8  

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 N O M O R . . "   
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